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WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAF
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR £} / aolb

TENTANG

RAWASAN TERTIB LALU LINTAS KOTA SEMARANG ™ -

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

el

WALIKOTA SIEMARANG,

bahwa untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas
penggunaan  ruang lalu  lintas dan mengendalikan
pergerakan lalu lintas * dan angkutan  jalan perlu
dilakukan manajemen kebutuhan laly lintas;

bahwa schubungan dongan maksud wersebut T 7 giatas
maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang
tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Semarang.

Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Dacrah-dacrah Kota  Besar dalam
Ifinglmngzm Propinst Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat, dan Dacrah Istimewa Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tenitang Jalan
(Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
mdonesia Nomor SREER

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Tambahan Lembaran Negara
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025},

Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Leimmbaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5234):

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2914 tentang
Pemerintahan  Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah  diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduas
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahur 2014 tentang
Pemetintahan  Daerah ( Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2015 Nomor o8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S679);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan  Kotamadva  Daerah Tingkat 1l Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara ™ Republik
Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan  Kecamatan i wilayah  kabupaten-
kabupaten Dacrah Tingkat I Purbalingga, Cilacap,
Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan
di wilavah Kotamadya Dacrah Tingkat Il Semarang dalam
Wilavah = Propinsi Daerah  Tingkat | Jawa Tengah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1992
Nomor 89);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang

Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Imdonesia Nomor 4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Menejemen  dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta
Menejemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembarar Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5521);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37
Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 73 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5229);

- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang

Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5346);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang

Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik
[Indonesia Nomor 5317);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang

Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan
Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran  Negara Republik  Indonesia Tahun 20192
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 53106);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang

Jarmgan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5468);




Menetapkan

15, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5594);

16. Peraturan Menters Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014
tentang Rambu  lalu  Lintas (Berita Negara Republik
Imdonesia Tahun 2014 Nomor 514);

17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota
Semarang (Lembaran Dacrah Kota Semarang Tahun 2008
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 22);

MEMUTUSKAN -

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAWASAN TERTIB LALU
LINTAS KOTA SEMARANG.

BAB |
KIETIENTUAN UMUM Tl
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, Yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.

2. Pemerintah  Daerah adalah  Walikota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan pemeérintahan yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Semarang.

4. Perangkat Dacrah adalah unsur pembantu kepala daerah
dan  Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  dalam
penyelenggaraan  Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah. -

5. Dinas Perhubungan  Komunikasi -dan  Informatika,
selanjutnya  disebuyt Dishubkominfo  adalah Dinas
Perhubungan Komunikasi  dan Informatika  Kota
Semarang.

6. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang
memberikan keputusan izin melakukan usaha dan/atay
kegiatan, pPengawasan serta penindakan sesuai ketentuan
Peraturan Pery ndang-Undangan yang berlaku.

7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan
sistem yang terdiri Aas Lalu  Lintas, Angkutan Jalan,
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi,
Pengguna Jalan, serta pengelolaannva,




10.

11.

16.

17.

Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang
Lalu Lintas Jalan.

Anglkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari
satu  tempat ke tempat lan dengan menggunakan
Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang
Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang
meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas,
alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat
pengawasan  dan  pengamanan  Jalan, serta fasilitas
pendukung,. '

Kendaraan adalah suatu sarana. angkut di jalan. yang

lerdin atas” Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak

Bermotor.

Kendaraan  Bermotor  adalah - sctiap Kendaraan  yang
digerakkan oleh peralatan mekanik berupa nesin selain
IKendaraan vang, berjalan di atas el

Kendaraan Tidalk Bermotor adalah sctiap Kendaraan yang
digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau héwars

Sepeda Motor adalalhy Kendaraan  Bermotor beroda dua
dengar atau tanpa rumab-rumah dan dengar atau tanpa
kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga
tanpa rumah-rumah.

Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan
untuk angkutan barang.

Pengemudi adalah orang vang mengemudikan Kendaraan
Bermotor di Jalan  vang telah memiliki - Surat  Izin
Mengemudi.

Penumpang adalah orang yang berarla di Kendaraan selain
Pengemudi dan awak Kendaraan.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi
sepala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan
perlengkapannya vang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang
berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah,
di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas
permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan
jalan kabel.

19. Kawasan Tertib Lalu Lintas adalah suatu kawasan yang
dibangun, dibina dan dibentuk serta diawasi untuk
menjadit - suatu kawasan  vang mencerminkan dan
mengimplementasikan bagaimana lalu lintas yang baik
dan benar. '




BABR []
FUNGSI, 'I‘UJU/\N. DAN RUANG LINGKUP
‘ Pasal 2

kawasan tertib lalu lintas berfungsi sebagai wadah pembinaan
dan sosialisasi penegakan hukum dibidang lalu lintas dan
angkutan jalan- untulk membina scluruh pengguna jalan agar
dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan serta untuk
mencrapkan  peraturan vang ditujukan kepada seluruh
pangguna jalan schingpa akan tercipta keadaan laly lintas
vang tertib, aman dan lancar

Pasal 3

Kawasan Tertiby Laly Lintas di selenggarakan dengan tujuan:

a-tlerwujudnya pelavanan Laly Lintas dan Angkutan Jalan
vang aman, sclamat, (ertil, lancar, dan terpadu dengan
moda angkutan  lain Gntulk mendorong perckonomian
nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh
persatuan dan kesatuan hangsa, serta mampu menjunjung
tinggi martabat bangsa;

boterwujudnva etika berlalu Tintas dan budava bangsa; dan

C.oterwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi
masvarakat.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota Ini meliputi:

a. Kawasan Tertib Laly Lintas;

b. Kewajiban:

¢. Larangan:

d. Pengawasan: BRI

. Sanksi:
BAB |11
KAWASAN TERTIB LALU LINTAS
Pasal 5
Ruas jalan sebagal Kawasan Tertib Laly Lintas meliputi :
a. Jalan Pahlawan:

bh. Jalan Pandanaran
¢. Jalan Pemuda
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BAB V]|
N IC'I‘I')N’I'U(\N PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota mni mulaj

berlakuy pada tanggal
diundangkan.

Agar setia orang  men etahuin 'a,
g P 8 g y
Pengundangan Peraturan Walikota
penempatann_ya dalam Berita Daer

memerintahkan
TN L dengan
ah Kota Semarang

Ditetapkan dj Semarang
Padac Tanggal 29 -1} T 28/

WALIKOT SEMARANG

HIENDRAR PR HAD]

Diundangkan di Semarang
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ADI TRI HA ANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 20(% NOMOR 7




